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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, sebagai jawaban atas permasalahan yang tertuang dan 

diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik suatu kesimpulan yakni 

pengaturan double track system dapat diterapkan dalam tindak pidana 

narkotika bagi penyalahguna narkotika yakni pengguna atau user, sistem 

pemidanaan ini memberikan kemanfaatan hukum dengan penjatuhan 

sanksi pidana yang memberikan efek jera dan juga memberikan suatu 

pembinaan dan pengobatan melalui sanksi tindakan berupa tindakan medis 

melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kedua sistem sanksi ini 

merupakan opsi yang dapat diberikan bagi penyalahguna narkotika yakni 

pengguna, pecandu atau user, dengan pengaturan sistem sanksi ini juga 

akan memberikan kemanfaatan bagi berbagai aspek yakni kemanfaatan 

bagi negara, penyalahguna narkotika, dan masyarakat. 

 

B. Saran 

Penggunaan sistem sanksi double track system memang masih 

belum dipandang oleh masyarakat bahkan oleh apparat penegak hukum, 

maka atas hal ini diharapkan agar tinjauan dan pengetahuan mengenai 
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sistem sanksi double track system seharusnya lebih diperkenalkan dalam 

dunia hukum arena memberikan kemanfaatan dan keseimbangan antara 

punishment dan treatment dalam suatu penjatuhan putusan pidana bagi 

pelaku tindak pidana terkhususnya pelaku tindak pidana narkotika. 

Atas kemanfaatan sistem sanksi double track system yang 

diuraikan dalam penulisan ini maka beberapa saran yang dapat penulis 

berikan untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem sanksi ini, ialah : 

1. Harus ada pengaturan yang lebih rinci terkait penggunaan sistem 

sanksi double track system terkhususnya bagi pelaku tindak pidana 

narkotika. 

2. Harus ada peran aktif apparat penegak hukum untuk mulai 

menerapkan sistem sanksi double track system dalam penjatuhan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 

3. Peran penting Lembaga rehabilitasi dalam mengoptimalkan sistem 

sanksi ini maka diperlukannya, Lembaga atau Yayasan rehabilitasi 

yang merata diseluruh titik wilayah Indonesia agar dapat menjangkau 

seluruh pelaku tindak pidana narkotika. 
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